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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk 

menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa 

Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman 

transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini 

sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan 

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan 

huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

  Alif tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta' T Te ت

 sa' Ś s (dengan titik diatas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ẑ zet (dengan titik diatas) ذ

 ra' R Er ر

 Z Z Zet ز
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 S S Es س

 Sy Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 T ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘  koma terbalik (diatas)‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 M M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ Ha Ha ه

 Hamzah '  Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang 

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau 

diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan 

berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dhammah U U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathahdanya Ai a dani يْ  ...

 Fathahdanwau Au a dan u وْ  ...

 

Contoh: 

 Kataba - ك ت ب  

 Fa’ala - ف ع ل  

ر    ẑukira - ذ ك 

 yaẑhabu - ي ذْه ب  

 su’ila - س ئ ل  

 kaifa - ك يْف  

 haula - ه وْل  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ا...ى  ...
Fathah dan alif 

atau ya 
A 

A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya I ى  ...
i dan garis di 

atas  
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 Hammah dan wau U و  ...
U dan garis di 

atas 

Contoh: 

 Qāla - قا ل  

مى    Ramā - ر 

 Qĭla - ق يْل  

  

 

 

4. Ta’arbuṭah 

Transliterasi untuk ta’marbuṭah ada dua: 

a. Ta’marbuṭah hidup 

Ta’marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’marbuṭah mati 

Ta’marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tranliterasinya adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbuṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta’marbuṭah itu ditransliterasikan 

dengan ha(h). 

Contoh: 

ة  الأ  طفا   وْض  ر 

 ل  

- rauḍah al-aṭfāl 

- rauḍatulaṭfāl 

ة   ر  ين ة  الممن وَّ د   al-Madĭnah al-Munawwarah - الم 

- al-Madĭnatul al-Munawwarah 

ةْ   talḥah - ط لْح 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, 

dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddahitu. 
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Contoh: 

بنّا    rabbanā - ر 

ل    nazzala - نزَّ

 al-birr - الب رّ 

 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di 

bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan 

kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

ل   ج   ar-rajulu - الرَّ

 as-sayyidu - السَّيّ د  

 as-syamsu - الشّمْس  

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-qalamu - الق ل م  

يْع    al-badĭ’u - الب د 

لا ل    al-jalālu - الج 

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. 
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7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi 

dilambangkan, karena dlam tulisan Arab berupa Alif. 

Contoh: 

 ’an-nau - النّوْء  

 syai’un - شًيْئ  

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain 

karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi 

ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

ا  جْر  ب سْم  الّلّ  م 

رْسا ها   م   ها و 

bismillāhimajrehāwamursahā 

ليْل يْم  االْخ  اه   ibrāhĭm al-khalĭl إ بر 

ibrāhĭmul-khalĭil 

9. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh: 

 

 

Penggu

naan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisa Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan 

س وْل   د  إ لاَّر  مَّ ح  ام  م   Wa mā Muhammadun illā rasl و 
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kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

ن  الّلّ   مّ  ن صصْر 

يْب   فتحْ  قق ر   و 

Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi 

ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid. 
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MOTTO 

 

It always seems impossible until it's done 

Sesuatu selalu tampak mustahil sampai hal itu selesai 

dilakukan. 

 

-- Nelson Mandela --   
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ABSTRAK 
 

Miftah Rosiana Dewi. 2024. Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-

MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah 

Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Pada Pembiayaan BSI 

OTO di BSI Kajen Pekalongan. Skripsi Universitas Islam Negeri 

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Dosen pembimbing : Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.  

Penelitian ini mengkaji keefektifan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 

17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan BSI OTO di BSI Kajen 

Pekalongan serta faktor-faktor yang menyebabkan efektivitasnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan studi kasus dan bersifat yuridis empiris.  

Pendekatan penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang 

menghasilkan data berupa deskripsi analitis. Kebijakan denda 

keterlambatan yang diterapkan oleh BSI Kajen Pekalongan terbukti 

efektif dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko 

pembiayaan. Faktor utama yang mendukung efektivitas ini meliputi 

kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, di mana dana 

denda tidak menjadi sumber pendapatan bank, melainkan dialokasikan 

untuk kegiatan sosial dan amal. 

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 

17/DSN-MUI/IX/2000 terkait sanksi bagi nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan BSI OTO di BSI Kajen 

Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan denda 

keterlambatan yang diterapkan oleh BSI Kajen Pekalongan terbukti 

efektif dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko 

pembiayaan. 

Kata Kunci : Akad Murabahah, fatwa DSN-MUI, Pembiayaan 

bermasalah, Sanksi. 
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Abstract 

 

Miftah Rosian Dewi. 2024. Effectiveness of Implementing DSN-

MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Conserning Sanctions on Able 

Customers who delay payments on BSI OTO Financing at BSI Kajen 

Pekalongan. Thesis of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan State 

Islamic.  

Thesis Advisor : Dr. Agus Fakhrina, M.S.I. 

This study examines the effectiveness of the implementation of DSN-

MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for capable 

customers who delay payments on BSI OTO financing at BSI Kajen 

Pekalongan, as well as the factors contributing to its effectiveness. This 

research is qualitative, using a case study approach and is juridically 

empirical in nature.  

The research approach employs qualitative methods that yield data in 

the form of analytical descriptions. The late payment penalty policy 

implemented by BSI Kajen Pekalongan has proven effective in increasing 

customer discipline and managing financing risk. The main factors 

supporting this effectiveness include strict adherence to sharia principles, 

whereby penalty funds do not become a source of bank revenue but are 

allocated for social and charitable activities. 

This study examines the effectiveness of the implementation of DSN-

MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for capable 

customers who delay payments on BSI OTO financing at BSI Kajen 

Pekalongan. The results indicate that the late payment penalty policy 

implemented by BSI Kajen Pekalongan has proven effective in increasing 

customer discipline and managing financing risk. 

Keywords: Murabahah Contract, DSN-MUI fatwa, Problematic 

Financing, Sanctions. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional 

dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis 

Nabi SAW. Bank syariah ini didirikan untuk menyelesaikan 

pertentangan antara keuntungan bank dan riba. Bank Indonesia 

mengeluarkan kebijakan dan izin usaha untuk menjalankan unit 

usaha Syariah, dan Bank syariah selanjutnya menerapkan strategi 

untuk membangun jaringan cabang Syariah. Mengingat persaingan 

antar bank syariah saat ini, BSI pasti akan terus menawarkan 

produknya.
1
 Bank Syariah Indonesia didirikan dengan maksud untuk 

mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip 

syariah kedalam transaksi. Setiap bank syariah mempunyai 

bermacam-macam produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank 

Syariah Indonesia (BSI) ini adalah pembiayaan BSI OTO.
2
 

Dalam hal akad murabahah, perbankan syariah di Indonesia 

menawarkan solusi unggul untuk berbagai jenis transaksi. Salah satu 

cara bank memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana untuk membeli barang modal ataupun barang konsumsi adalah 

melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah digambarkan 

sebagai suatu kesepakatan bersama antara bank sebagai pemberi 

dana dengan nasabah untuk membeli kebutuhan barang nasabah.
3
 

BSI OTO adalah Produk inisiatif kolaboratif dengan unit usaha 

syariah PT Mandiri Utama Finance, BSI menawarkan produk dan 

layanan pembiayaan kendaraan bermotor. Mandiri Utama Finance 

                                                           
1
 PT.Bank Syariah Indonesia, Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung 

Jawab Laporan Keuangan,  (Jakarta: 2022), 3. 
2
 Elysa Septiana, Perkembangan Produk Consumer Bank Syariah Indonesia 

KC Kediri Hayam Wuruk, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 49. 
3
 Suwardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 

62. 
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melakukan seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah sebagai 

pihak dalam hubungan pembiayaan ini. BSI OTO adalah produk dari 

bank syariah Indonesia yang memperkenalkan pembiayaan untuk 

beragam kendaraan baik mobil baru, mobil bekas maupun sepeda 

motor baru berbagai merek, dikemas secara digital dan dapat diakses 

melalui website bsioto.muf.co.id.
4
  

Nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat 

melakukan pengajuan pembiayaan kepada BSI OTO dengan syarat 

dan ketentuan yang berlaku. Jika pembiayaan disetujui, BSI OTO 

akan membelikan kendaraan bermotor sesuai dengan perjanjian, dan 

nasabah akan membayar kendaraan bermotor sesuai dengan harga 

beli ditambah dengan margin dengan cara cicilan. Seluruh 

persyaratan yang ditentukan dari BSI harus dipenuhi oleh nasabah, 

agar pihak bank dapat menganalisis kemampuan dan kesanggupan 

membayar calon nasabah.
5
 

Prinsip kehati-hatian selalu diterapkan oleh bank syariah 

meskipun mereka tetap menghadapi risiko gagal bayar/ wanprestasi. 

Wanprestasi adalah keadaan di mana Nasabah gagal memenuhi 

kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, 

bank syariah memberikan sanksi kepada nasabah yang lalai sesuai 

dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas 

nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa tersebut 

menjadi dasar hukum penerapan sanksi bagi nasabah yang 

melakukan wanprestasi dalam pembiayaan pada bank syariah 

maupun lembaga keuangan berbasis syariah.6  Dasar hukum ini juga 

didukung oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, yang mengatur bahwa produk dan layanan 

perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

                                                           
4
 https://bsioto.muf.co.id/pages/about news, diakses tanggal 2 Februari 2024. 

5
 Alfian Zainul Hasan, Strategi Pemasaran Pembiayaan Produk BSI OTO 

Dalam Menarik Minat Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Situbond 

Basuki Rahmat, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, 2023), 4. 
6
 Pamella Puritiara Endriasari, Muh Nashirudin, “Analisis Kriteria Nasabah 

Mampu Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan KPR 

Syariah”, Al Fikru: Jurnal Ilmiah, Vol.16, No.1, Januari-Juni 2022. 36-37. 
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(DSN-MUI).
7
 Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

No. 31/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatur tata kelola yang 

baik bagi bank syariah dalam operasional dan pengelolaan 

risikonya.
8
  

Sehubungan dengan pembiayaan murabahah di Bank Syariah 

Indonesia, bank berhak mengenakan sanksi atau denda 

keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai 

dengan kontrak yang dibuat antara bank dan nasabah. Besaran denda 

tersebut sesuai dengan ketentuan umum pembiayaan, jadwal 

pembayaran, denda dan kuasa mendebet: Nasabah harus membayar 

biaya (Ta'zir) sebesar 0,0069 per hari dan tunggakan jika pelanggan 

terlambat melakukan pembayaran dan/atau dengan jumlah yang 

bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
9
 

Fenomena terhadap penundaan pembayaran angsuran ini 

menjadi perhatian besar bagi lembaga syariah di Indonesia sehingga 

DSN menerbitkan fatwa tersebut. Dalam fatwa itu dikatakan 

nasabah yang dikenakan sanksi adalah nasabah mampu. Nasabah 

dikatakan mampu apabila sesuai dengan kriteria yang disyaratkan 

oleh bank syariah. Hal ini tentunya sudah dilakukan oleh pihak bank 

pada awal sebelum adanya perjanjian. Namun di tengah berjalannya 

pembiayaan, terkadang nasabah dihadapkan dengan suatu keadaan 

yang memaksa sehingga terjadilah wanprestasi atau gagal bayar, di 

mana bank tentunya mempunyai kriteria atau tolok ukur agar 

nasabah tersebut mendapat keringanan atau justru sanksi yang harus 

diberikan.
10

 

                                                           
7
 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang 

Perbankan Syariah” (2008). 
8 

Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 

31/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah” (2014). 
9 

Bank Syariah Indonesia, “Syarat Dan Ketentuan Umum Pembiayaan 

Retail,” n.d. 
10

 Nuryadin, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas 

Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus pada BMT Al 

Fath”, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol.4 No.1, 2021. 

103. 
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Fatwa ini memberikan  petunjuk tentang kewenangan hukum 

bank syariah untuk menindak nasabahnya yang sengaja terlambat 

melakukan pembayaran angsurannya. Meskipun telah ada panduan 

dari DSN-MUI, implementasi di lapangan masih menghadapi 

berbagai kendala dan tantangan. Oleh karena itu, penting untuk 

mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini efektif dalam meningkatkan 

kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan. Selain itu, 

perlu juga diteliti faktor-faktor apa saja yang mendukung atau 

menghambat efektivitas penerapan fatwa ini. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi BSI 

dalam meningkatkan layanan pembiayaan syariah dan menjaga 

keberlanjutan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Penelitian ini fokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No. 

17/DSN-MUI/IX/2000 di BSI Kajen Pekalongan, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Pendekatan 

ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai 

dinamika di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

berperan dalam keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah di 

Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai  berikut, dengan memperhatikan latar belakang 

yang disebutkan di atas: 

1. Bagaimana efektivitas penerapan  Fatwa DSN-MUI 

No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat 

keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia 

Kajen Pekalongan? 

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan keefektifan Fatwa DSN-

MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat 

keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia 

Kajen Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas penerapan  

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan 

denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah 

Indonesia Kajen Pekalongan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor Fatwa DSN-MUI 

No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat 

keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia 

Kajen Pekalongan dianggap efektif. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Secara akademik dapat meningkatkan dan memperkaya 

diskusi ilmiah. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan menambah literatur ilmiah dengan 

dokumen perdata tentang Efektivitas Penerapan Fatwa 

DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan 

denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank 

Syariah Indonesia Kajen Pekalongan. 

c. Dapat meningkatkan pemahaman bagi penulis dan 

khususnya bagi pembaca pada umumnya. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti sendiri yaitu agar mampu mengetahui 

analisis hukum terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI 

No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat 

keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah 

Indonesia Kajen Pekalongan. 

b. Bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan kesadaran 

dan manfaat tentang efektivitas penerapan Fatwa DSN-

MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda 

akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah 

Indonesia Kajen Pekalongan. 
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E. Kerangka Teoretik 

Teori efektivitas hukum merupakan kerangka analitis yang 

digunakan dalam pengkajian masalah ini. Menurut Hans Kelsen, jika 

berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang 

Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma 

hukum itu mengikat. Orang harus berbuat sesuai dengan yang 

diharuskan oleh norma-norma hukum, orang harus mematuhi dan 

menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa 

orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum 

sebagaimana mereka harus berbuat, artinya norma-norma itu benar-

benar diterapkan dan dipatuhi.
11

 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung 

pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara 

hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. 

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara 

pelaksanaannya. Ini merupakan sebuah pengukuran di mana suatu 

target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.12 

Hukum bisa dikatakan efektif apabila perbuatan orang-orang itu 

sesuai dengan norma-norma hukum. Hal itu menunjukkan tentang 

efektivitas hukum dengan perbuatan nyata. Efektivitas hukum 

menurut Hans Kelsen adalah perbuatan nyata orang-orang sesuai 

dengan norma-norma hukum.13 

Syarat hubungan timbal balik antara unsur “Validitas” dan 

“keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurut Hans Kelsen 

sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih 

dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka 

                                                           
11

 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 

2009), 12. 
12

 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 

2009), 13. 
13

 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Bandung: Nusa 

Media, 2013), 53. 
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hakim misalnya, tidak akan menerapkan hukum tersebut. Sehingga 

kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi 

sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat 

mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu 

masa karena perubahan masyarakat, suatu hukum yang semulanya 

valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka 

kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid.14 

Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi 

dua syarat utama, yaitu: a.) Kaidah hukum tersebut harus dapat 

diterapkan; b.) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh 

masyarakat.15 

Hans Kelsen memberikan pernyataan bahwa suatu norma 

adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua 

pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektivitas 

merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian 

terdapat suatu hubungan yang sangat penting di antara keduanya. 

Suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma 

tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma, ke dalam suatu 

tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi, efektivitas adalah suatu 

kondisi dari validitas, suatu kondisi, bukan suatu alasan dari 

validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif, 

norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya 

efektif.16 
 

Mengaitkan teori efektivitas hukum Hans Kelsen dengan 

penerapan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di BSI 

Kajen memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana 

norma-norma syariah diintegrasikan ke dalam sistem perbankan 

syariah di Indonesia dan bagaimana efektivitasnya dapat diukur. 

                                                           
14

  Munir Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: 

Kencana, 2013), 111. 
15

 Munir Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, (Jakarta: 

Kencana, 2013), 116-117. 
16

 Nazaruddin Lathif, Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk 

Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat, Pakuan Law Review 3, No.1 (2017), 

85.  
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Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat 

dengan persoalan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. 

Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan 

sosiologis. 

F. Penelitian yang relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai 

literatur dalam studi ini mencakup beberapa studi sebelumnya yang 

dapat dijadikan bahan literatur dalam penelitian ini, misalnya:  

1. Tesis yang ditulis oleh Maya Kristia Ningsih yang berjudul 

“Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:17/DSNMUI/IX /2000 

Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda 

Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia 

(BSI) Jakarta Pusat”. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-

MUI/IX/2000  Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini yaitu mengenai penerapan sanksi (ta’zir), 

kesesuaian sanksi (ta’zir) dengan fatwa DSN-MUI 

No.17/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda 

pembayaran, serta tujuan penerapan sanksi (ta’zir) bagi Bank 

Syariah Indonesia (BSI) Pusat yang diberikan kepada nasabah 

mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran angsuran 

kepemilikan rumah, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam 

pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di  

Bank Syariah Indonesia Kajen Pekalongan.
17

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Maya Novitasari yang berjudul 

“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-

MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang 

Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Murabahah Di KSPPS 

BMT Dana Mulia Utama Karanganyar”. Hasil yang diperoleh 

                                                           
17

 Maya Kristia Ningsih, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-

MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran 

Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank 

Syariah Indonesia Jakarta Pusat” (IIQ Jakarta, 2022). 
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dalam penelitian ini menunjukkan beberapa aspek dan faktor 

yang mempengaruhi. Persamaan penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-

MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

ini yaitu mengetahui penanganan KSPPS BMT Dana Mulia 

Utama dalam menangani keterlambatan pembayaran angsuran 

dan mengetahui apakah sudah sesuai jika ditinjau dengan Fatwa 

DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan penelitian ini 

berfokus pada efektivitas penerapan  Fatwa DSN-MUI 

No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat 

keterlambatan angsuran BSI OTO di  Bank Syariah 

Indonesia Kajen Pekalongan.
18

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Rohmawati yang berjudul 

“Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah 

Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa 

DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000”. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan sanksi Penundaan Pembayaran 

Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya belum sesuai dengan 

Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Fatwa DSN- 

MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui mekanisme penerapan sanksi penundaan 

pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu 

Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-

MUI/IX/2000, sedangkan penelitian ini berfokus pada 

efektivitas penerapan  Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-

MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan 

                                                           
18

 Maya Novitasari, “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 

17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda 

Pembayaran Angsuran Murabahah Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama 

Karanganyar” (IAIN Surakarta, 2020). 
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angsuran BSI OTO di  Bank Syariah Indonesia Kajen 

Pekalongan.
19

 

4. Skripsi yang ditulis oleh Elly Ermawati yang berjudul 

“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda 

Pembayaran dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti 

Slahung” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Implementasi fatwa tentang sanksi yang dikenakan kepada 

nasabah mampu yang sengaja menunda membayar BMT 

Nurrohaman Janti Slahung telah mematuhi peraturan fatwa 

DSN-MUI, meskipun ada kerangka peraturan yang diatur oleh 

manajemen BMT. BMT memiliki persyaratan khusus bagi 

nasabah yang dibebaskan dari sanksi. Penerapan penggunaan 

pendapatan denda BMT Nurrohman Janti Slahung belum 

memenuhi seluruh ketentuan fatwa DSN-MUI; Hal ini 

dilakukan BMT karena BMT belum memisahkan uang yang 

diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan yang diperuntukkan 

bagi kebutuhan BMT. Sedangkan penelitian ini efektivitas 

penerapan  Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam 

pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di  

Bank Syariah Indonesia Kajen Pekalongan.
20

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Irfan Harmoko, S.E, MM. yang berjudul 

“Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran 

Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank 

Syariah (Berdasarkan Fatwa NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)”. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan 

                                                           
19

 Sarah Rohmawati, Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI 

Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 

17/DSN-MUI/IX/2000, (2019), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1113/. 
20

 Elly Ermawati, Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 

Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda- Nunda Pembayaran Dalam 

Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung, (IAIN Ponorogo, 2018), 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=e

host-

live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.o

rg/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006. 
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penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas 

mengenai tepat atau tidaknya penerapan denda keterlambatan 

pembayaran angsuran  berdasar fatwa No.17/DSN–

MUI/IX/2000, Sedangkan penelitian ini efektivitas penerapan 

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan 

denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di  Bank 

Syariah Indonesia Kajen Pekalongan.
21

 

6. Jurnal yang ditulis oleh Maya Kristia Ningsih, Abdul Wahab 

Abd Muhaimin, Umi Khusnul Khotimah yang berjudul 

“Penundaan Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah: 

Telaah Empiris Sanksi Nasabah BSI Menurut Fatwa DSN-MUI 

No. 17/DSNMUI/IX/2000” Persamaan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-

MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian 

ini yaitu mengenai telaah empiris dari fatwa DSN-MUI No. 

17/DSNMUI/IX/2000 pada Angsuran Kepemilikan Rumah di 

BSI, sedangkan penelitian ini efektivitas penerapan Fatwa DSN-

MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat 

keterlambatan angsuran BSI OTO di  Bank Syariah Indonesia 

Kajen Pekalongan.
22

 

7. Jurnal yang ditulis oleh Pamella Puritiara Endriasari, Muh 

Nashirudin yang berjudul “Analisis Kriteria Nasabah Mampu 

Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada Produk 

Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus pada Bank BSI dan 

BCA Syariah Kantor Cabang Solo)” Persamaan penelitian ini 

adalah sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 

17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

                                                           
21

 Irfan Harmoko, Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran 

Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan 

Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000), Jurnal Qawanin 3, no. 1 (2019): 32–49. 
22

 Umi Khusnul Khotimah Maya Kristia Ningsih, Abdul Wahab Abd 

Muhaimin, Penundaan Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah : Telaah Empiris 

Sanksi Nasabah BSI Menurut Fatwa DSN-MUI No : 17 / DSNMUI / IX / 2000, 

Milkiyah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2023): 1–10, 

https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i2.504. 
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(1) kriteria Bank BSI dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo 

dalam menentukan nasabah wanprestasi pada Produk 

Pembiayaan KPR Syariah dikatakan mampu atau tidak mampu, 

(2) penerapan sanksi nasabah wanprestasi pada produk 

pembiayaan KPR Syariah, (3) kesesuaian sanksi dengan Fatwa 

DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah 

Mampu yang menunda Pembayaran, sedangkan penelitian ini 

efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-

MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan 

angsuran BSI OTO di  Bank Syariah Indonesia Kajen 

Pekalongan.
23

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian yuridis empiris, penelitian yang sumber informasi 

utamanya adalah data dan informasi di lapangan. Topik 

penelitian yang berfokus pada efektivitas Fatwa DSN-MUI 

No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah 

mampu yang sengaja menunda pembayaran pada pembiayaan 

BSI OTO di BSI Kajen Pekalongan. Penelitian hukum empiris 

mengkaji hukum yang dipahami dalam kehidupan masyarakat 

sebagai perilaku sosial yang terorganisir yang senantiasa 

berhubungan dan saling memengaruhi dengan aspek-aspek 

sosial. Dalam penelitian hukum empiris yang menggunakan 

pendekatan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum melalui 

argumentasi induktif, penelitian ini juga menemukan 

kebenaran korespondensi dari sudut pandang kebenaran. Hal 

                                                           
23

 Pamella Puritiara Endriasari and Muh Nashirudin, “Analisis Kriteria 

Nasabah Mampu Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan 

KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank BSI Dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo),” 

Al-Fikru: Jurnal Ilmiah 16, no. 1 (2022): 34–55, 

https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.69. 
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ini berarti adanya kesesuaian antara asumsi penelitian dengan 

fakta yang ditemukan dalam bentuk data.
24

 

  

                                                           
24

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada, 2003), 43. 
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b. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan 

kualitatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan secara 

langsung mengamati dan berpartisipasi dalam penelitian sosial 

dan budaya lokal.
25

 Pendekatan konseptual juga digunakan 

oleh peneliti yang mana pendekatannya tentang konsep-konsep 

hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, 

dan lain sebagainya. Pendekatan ini menitikberatkan pada 

mutu informasi, sehingga pendekatan tersebut memerlukan 

kemampuan untuk mengklasifikasikan dan memilih data atau 

sumber daya berkualitas serta menentukan mana yang tidak 

relevan dengan bahan penelitian. Pendekatan kualitatif dapat 

diartikan sebagai suatu pendekatan di mana fakta-fakta 

ditemukan melalui data rinci dari individu atau kelompok 

dengan tujuan memahami serta mengungkapkan fenomena 

atau gejala sosial.
26

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis 

empiris yakni sebagai berikut:  

a. Sumber data primer 

Sumber data utama dalam penelitian ini merujuk pada 

data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung 

yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Bank Syariah 

Indonesia Kajen Pekalongan.
27

  

b. Sumber data Sekunder  

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang 

diperoleh dari sumber lain sebagai pelengkap, seperti jurnal 

                                                           
25 

Fadlun Matos, Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode 

Kualitatif, 2016, 

https://www.academia.edu/24307980/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEA

RCH_PADA_METODE_KUALITATIF. 
26

 Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum Normatif 

& Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192. 
27

 Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2014), 25. 
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dan buku yang berfungsi sebagai referensi untuk tema yang 

dibahas, yaitu efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI 

No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam memberikan sanksi akibat 

keterlambatan angsuran di Bank Syariah Indonesia Kajen 

Pekalongan. 

3. Teknik Pengumpulan data 

Suatu teknik atau metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk mengidentifikasi penelitian ini yakni dua 

jenis teknik pengumpulan data yang berbeda digunakan, yakni 

sebagai berikut:  

a. Interview (Wawancara) 

Interview atau wawancara dalam penelitian ini 

merujuk pada metode untuk mendapatkan informasi 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada 

responden yang dalam hal ini adalah Seorang Pegawai 

BSI Kajen bagian marketing dan 2 nasabah BSI OTO di 

BSI Kajen Pekalongan. Dalam penelitian ini, jenis yang 

digunakan dalam wawancara ini merupakan wawancara 

bebas terbimbing atau wawancara bebas terstruktur 

menggunakan pertanyaan yang dipandu penulis sebagai 

alat pengontrol untuk menjaga agar proses wawancara 

tetap terfokus.
28

 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah suatu cara pengambilan data 

atau informasi berupa gambar dan catatan guna 

mempermudah dan menguatkan hasil penelitian sebagai 

lampiran peneliti. Serta dokumen yang merupakan catatan 

resmi dengan bukti otentik, namun dalam hal ini peneliti 

tidak dapat melampirkan karena rahasia bank. 

4. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah langkah untuk menciptakan 

informasi baru yang diperoleh dari data. Tujuan dari proses ini 

                                                           
28

 Cholid Narkubo Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2005), 85. 
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adalah untuk mempermudah pemahaman karakteristik data 

dan memanfaatkannya sebagai solusi terhadap berbagai 

masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Menurut 

Miles dan Huberman teknik analisis data dengan metode 

kualitatif ada 3 cara sebagai berikut :
29

 

a. Data Reduksi 

Reduksi data adalah tahap seleksi yang difokuskan 

pada upaya menyederhanakan, mengabstraksi, dan 

memodifikasi data yang belum diolah yang diperoleh dari 

catatan lapangan tertulis. Proses ini berlangsung 

sepanjang durasi penelitian, bahkan sebelum data 

dikumpulkan, dan bergantung pada kerangka konseptual 

penelitian, permasalahan penelitian, serta metode 

pengumpulan data pilihan peneliti. Pusat informasi 

penelitian di KCP BSI Kajen Pekalongan. 

b. Data display / Penyajian Data 

Penyajian data merupakan aktivitas di mana 

sekumpulan informasi diatur sehingga memungkinkan 

untuk menentukan kesimpulan sehingga bisa dilakukan 

suatu tindakan. Bentuk data kualitatif yang dapat disajikan 

yakni teks naratif berupa catatan lapangan. Bentuk ini 

menggabungkan informasi ke dalam format yang koheren 

dan mudah diakses, mempermudah pemahaman tentang 

apa yang terjadi, serta memungkinkan analisis lebih lanjut 

untuk mengevaluasi kesimpulan.
30

 Data penelitian ini 

berasal dari wawancara dan dokumentasi di KCP BSI 

Kajen Pekalongan. 

c. Conclusions Drawing/ Penarikan Kesimpulan 

                                                           
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 337. 
30

 Faisal Sanapiah, Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian 

Kualitatif. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis 

3 Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, ed. Burhan Bungin (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2010), 64-79. 
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Sebagai tahap akhir dari pengelolaan data, 

verifikasi data mengacu pada proses menarik kesimpulan 

dari data yang telah dianalisis guna memberikan jawaban 

atas pertanyaan yang muncul dari latar belakang masalah. 

Verifikasi data juga bertujuan untuk memastikan 

keabsahan data yang sudah terkumpul. Metode ini 

melibatkan pertemuan dengan sumber data dan 

memaparkan hasil wawancara kepada objek wawancara 

guna memastikan data tersebut apakah sudah sesuai 

dengan informasi mereka sampaikan atau belum. 

H. Sistematika Penulisan  

Penelitian ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami dan mengambil manfaat dari konten tersebut. 

Keseluruhan struktur ini merupakan kesatuan yang saling terkait. 

Adapun berikut sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi 

ini:  

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teoretik, penelitian terkait, dan sistematika penulisan. 

Fokus utama adalah pada Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI 

No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pembayaran denda akibat 

keterlambatan angsuran di Bank Syariah Indonesia Kajen 

Pekalongan. 

BAB II Teori dan Konsep, Menjelaskan landasan teori dan 

konsep tinjauan umum akad murabahah, mencakup teori akad, 

definisi akad, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, 

berakhirnya akad, prinsip-prinsip dalam islam, serta aspek-aspek 

khusus dalam murabahah. Kemudian membahas pembiayaan 

kepemilikan kendaraan dalam perbankan syariah, termasuk 

pengertian, tujuan, jenis, unsur, sistem perbankan syariah, dan 

pembiayaan kepemilikan kendaraan melalui akad murabahah. 

Selanjutnya, membahas sanksi (ta'zir), meliputi definisi, dasar 

hukum, jenis-jenis, pemberlakuan denda dalam hukum fikih, tujuan, 
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syarat, dan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang sanksi bagi 

nasabah mampu yang menunda pembayaran. 

BAB III Gambaran umum, menjelaskan mengenai profil 

Bank Syariah Indonesia, visi dan misi, struktur organisasi, dan 

produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. 

Selain itu, membahas penerapan akad murabahah dalam pembiayaan 

kepemilikan kendaraan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kajen 

Pekalongan, serta sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah 

mampu yang menunda pembayaran angsuran pembiayaan 

kepemilikan kendaraan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kajen 

Pekalongan. 

BAB IV Hasil Penelitian, menjelaskan mengenai 1.) 

Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam 

pembayaran denda dan pemberian sanksi akibat keterlambatan 

angsuran di  Bank Syariah Indonesia Kajen Pekalongan. 2.) 

Efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 

akibat keterlambatan angsuran di  Bank Syariah Indonesia Kajen 

Pekalongan. 

BAB V Penutup, Menjelaskan kesimpulan dan saran dari 

penyusunan skripsi 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Efektivitas penerapan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-

MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran pembiayaan BSI OTO di 

BSI Kajen Pekalongan, jika dianalisis dari teori Kelsen 

yang menyatakan bahwa hukum dianggap efektif jika 

norma-norma yang diatur ditaati dan dijalankan oleh 

subjek hukum. Penerapan fatwa ini berhasil meningkatkan 

kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan 

dengan baik, karena nasabah mematuhi kebijakan denda 

keterlambatan yang diterapkan oleh bank. 

2. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas fatwa ini 

meliputi: Pertama, tingkat kepatuhan nasabah terhadap 

ketentuan denda keterlambatan; jika mayoritas nasabah 

membayar tepat waktu setelah mengetahui denda, fatwa 

dianggap efektif. Kedua, persepsi nasabah tentang 

keadilan dan legitimasi fatwa; jika dianggap adil dan 

sesuai prinsip syariah, nasabah lebih patuh. Ketiga, 

konsistensi dan transparansi bank dalam menegakkan 

fatwa; penerapan denda yang adil dan mekanisme yang 

jelas meningkatkan kepatuhan. Keempat, alokasi dana 

denda untuk kegiatan sosial sesuai prinsip syariah, serta 

transparansi dan komunikasi efektif mengenai kebijakan 

denda, meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan 

nasabah. Terakhir, mekanisme penyelesaian masalah 

sanksi keterlambatan yang adil dan transparan 

memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem, 

mendukung efektivitas fatwa. 
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B.  Saran 

Dari penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1.  Untuk Lembaga Keuangan Syariah: Meningkatkan 

transparansi dalam penerapan fatwa DSN-MUI kepada 

nasabah dengan menyediakan informasi yang jelas, 

melakukan pelatihan staf bank secara berkala tentang 

prinsip-prinsip syariah, dan memastikan kualitas layanan 

yang terjaga untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. 

2. Untuk Pihak Bank: Berkomunikasi secara terbuka dengan 

nasabah tentang ketentuan fatwa DSN-MUI, menjaga 

konsistensi dalam penerapan kebijakan, serta 

mengalokasikan dana denda untuk kegiatan sosial yang 

sesuai dengan prinsip syariah. 

3. Untuk Masyarakat atau Nasabah: Meningkatkan literasi 

keuangan syariah, mematuhi ketentuan-ketentuan fatwa 

DSN-MUI, dan menggunakan mekanisme penyelesaian 

masalah sanksi atas keterlambatan yang tersedia secara adil 

dan transparan jika terjadi perselisihan dengan pihak bank. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Pedoman wawancara Marketing BSI Kajen Pekalongan 

1. Apakah peminat BSI OTO di KCP Pekalongan terbilang tinggi 

atau rendah?  

2. Bagaimana prosedur pengajuan BSI OTO di BSI KCP Kajen 

Pekalongan? 

3. Apakah ada nasabah yang terkendala dalam pembayaran 

pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Kajen Pekalongan ? 

4. Langkah apa yang dilakukan dalam menangani pembiayaan 

bermasalah? 

5. Bagaimana solusi jika ada nasabah yang sengaja menunda-

nunda pembayaran pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Kajen 

Pekalongan? 

6. Apakah ada nasabah yang keberatan dengan adanya denda 

keterlambatan BSI KCP Kajen Pekalongan? 

7. Apakah dengan adanya fatwa ini bisa menyadarkan nasabah 

agar tidak menunda-nunda pembayaran angsuran?  

8. Bagaimana Data kolektibilitas nasabah BSI OTO di BSI Kajen 

Pekalongan? 

 

Pedoman Wawancara Nasabah BSI OTO Kajen Pekalongan 

1. Apakah peminat BSI OTO di KCP Pekalongan terbilang tinggi 

atau rendah?  

2. Bagaimana prosedur pengajuan BSI OTO di BSI KCP Kajen 

Pekalongan? 

 

  




